KEJARI MEDAN EKSEKUSI TERPIDANA KORUPSI RP3,64 MILIAR YANG
SEMPAT BURON
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Medan (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengeksekusi terpidana
Syahrizal (57), dalam perkara tindak pidana korupsi senilai Rp3,64 miliar, setelah
sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama lebih dari dua tahun.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan Mochamad Ali
Rizza saat dikonfirmasi di Medan, Ahad (22/6), mengatakan bahwa terpidana ditangkap
oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI pada Kamis (19/6).

“Selanjutnya, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan menjemput terpidana di
Bandara Internasional Kualanamu pada Jumat (20/6) dan kami langsung mengeksekusi
terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan,” ujar Rizza.

Syahrizal merupakan mantan Pejabat Sementara (Pjs) General Manager PT
Bhanda Ghara Reksa (Persero) Cabang Utama Medan periode 2016-2018. la terbukti
bersalah dalam kasus korupsi terkait kerja sama pembongkaran dan pengelolaan pupuk
milik PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Medan.

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 16 Maret 2023 yang
telah berkekuatan hukum tetap.

“Dalam putusan tersebut, Syahrizal dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun,
denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta diwajibkan membayar

uang pengganti sebesar Rp3,64 miliar,” kata Rizza.
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la menjelaskan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu
satu bulan setelah eksekusi, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang
untuk menutupi kerugian keuangan negara. Jika tidak mencukupi, akan diganti dengan
pidana penjara selama lima tahun.

Dalam persidangan sebelumnya, kata Rizza, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati
Sumut menuntut Syahrizal dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp500 juta
subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.640.179.565
subsider lima tahun penjara.

“Persidangan terhadap terpidana dilakukan secara in absentia, karena yang
bersangkutan tidak pernah hadir setelah ditetapkan sebagai DPO sejak 12 Januari 2021,”
ujarnya.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara PT BGR dengan PT Pupuk Kaltim pada
tahun 2016 terkait penyimpanan dan distribusi pupuk curah. Namun dalam
pelaksanaannya, terpidana Syahrizal melakukan penyimpangan yang menimbulkan
kerugian keuangan negara sebesar Rp3,64 miliar.

“Terpidana terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,”
tegas Rizza.
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Catatan Berita :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 Ayat (1)
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
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atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau
janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan
dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah):
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a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 18 Ayat (1)

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi
dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan
harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)
tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau
sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah
kepada terpidana.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 1
Angka 22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Catatan Berita UJIDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/
Ira Sumaya



